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PBRA'IURAN DAERAH KABUPA'I'EN BABRAH TINGKAT II PACITAN

- HONOR 1 TAMUN 1987
TENTANG

PAJRE KERANAIAN UMUM/IDNTDNAN

DENGAN RAUMAT TIHAN YANG NAHA ESA
- BUPATI KEPALA DABRAH TINGKAT II PACI TAN

Menimbang - : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 'I'i.ngka.t 11 Paeitan

Nomor 3 tabun 1954 diundangkan dalam papan Kantor Gubernur
. _ Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timmr tanggal 16 Agustus 1954
' yang diubab terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dae

“

‘rah Tingkat II Pacitan Nomor 24 tahun 1980 tentang Perubah
an Keempat Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Pacitan Nomor 3 tahun 1954 tentang Pemungutan Pajak Kera
maian dalan Xabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, diundang=
, kan dalan Lenbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Paei
LT tan Nomor 1 seri A tanggak 9 Juni 1983 gudah tidak sesuai
| lagi dengan keadaan sekarang perlu untuk dieabut dan diu =
“bah dengan-Peraturan Daerah induk yang baru,

Heng:lhgat $ I Undang-undang Nonor 5 tabun 1974 tentmg Pokok=pokok Pe
. ' merintahan di Daerah 3

'_ 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan -
. - . "+ Daerah-daerah Kabupaten da.lan L:lngkungan PrOp:lns:l Jawaw
' Timur 3

3. Undang-undang.Nonor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan
Unum Pajak Daerah ;

4, Keputugan Henteri Dalam Negerl Nomor 46 tahun 1983 tcn-
tang Penertiban Peredaran Piln dan Perbiogkopan di Dae=

rah dalan rangka Peningkatsa Pcadapatan Daerah.

Dengan persetujua.n Dewan Perwakilan Bakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting =
kat II Pacitan, ' - - '

- MEMUTUSKAN

: Nghetaplun ' 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 'IINCKA'I‘ II PACITAN TEN «°

'I'ANG PAJAK KBWAIAN UMUM/ IDN'IUNAN
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KBIINIUA“' llﬂll
Pasal 3 =

Dalan Peraturan Daerah ini. yang dimaksud dengan istilah 3

Penerintah Daerah, adalah Pener:lntah Kabupaten Daerah T:lngkat

- 11 Pacitan §

b
€,

Kepala Daerah, adalah Bupat:l 1‘epan Daerah 'I‘.i.ngkat 11 Pacitan;
Keranaian Unum/Tontoan; adalah Setiap Keg:latan yang dengan =

- sengaja dipentaskan untuk dlpertun jukkan kepada Umun dan atau

boleh dlkunjungi oleh unun dengan nembayar bea nasuk j

-'-,Pejabat Berwenang, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Pa-_

citan;. ' S e

Pejabat berwenang penberl rekonendasi, adalah Pcjabat yang a1
tun juk oleh Kepala Daerah untuk menberikan pert:lmbangan knali

tatif atas pengajuan auatu permobonan 1jln Keramaian Umm/ton .

" Itoman 3
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Instansi Penroses Per:lj:lnan, adalah Bag:lan Keaejahternn Rak-' R
yat Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Pacitan ;

Sekretaris Kilayah/Dacrah, adalah Sekrctar:ls Wilayah/Daerah -
Kabupaten Daerah Tingkat IX Pacitan ; .

Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1I', adalah Dinas “endapatan -
Daerii Kabupaten Daerah mgkat 1I Pacitan ; ~

Penegang Kas Dae:.'ahf adalah Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) Ca= '
bang Pacitan § . C : :
Surat Ijin, adalah Surat Keterangan ayah dari Pejabat berun =

> nang kepada penobon atas suatu aktifitas guna terselenggara -

nya Kerana;lan Uatnu"rontm 3

Petugas Pemmgut' adalah Pegauai yang dltunjuk dan dltetapkan
oleh K_epala Daerah untuk nelaksanakan pemungutan Pajak. :

BABII

o .mns mnmnmmum DAN TKIA CARA pm.nm

Bag:lan Pcrtm
Obyek Pajak .
: Pasal 2

Setiap Keranahn Ihlun/'l'oaatoan yang sengaja dipertunjukkan t!l-. )

. tak Unun dengan ncnungut ‘bea nasuk ( Karcis ), kepada Pengnsg

ha dan atau penyelenggara dikenahn Pajak Kermhn Unuy/Tbn= |
tenan 3 : :

(2) Keranaian Umum/Tautonan sebaga:l d:lnaksisd Peraturan Daerah Ini
- nel:lput:l sebagai berlkut t s . _ _

| 'a. Piln (Bioskop)

b. Kesenian (Sandlwara,.xetOprnﬁ, Lndruﬁ, Dram, Hayang Orang,
- Wayang Kulit, berbagai meal nuslk dan lain-laln yang blasa
dipmutaskan sebagai pertunjukan hiburan untuk umun ) 3
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@ Olah Rags

Baghn Ladna. _
Tata Cara Perijinan

‘Pasal 3

' Setiap Isrmim Ul!u/lbutonm sebugui dinlksud pasul 2 Perw—

turan Daenh inl barus uendapat ijln dari ejubat yang benle-

e . L e PR _'._. i - A v - . -

. -

Puu 4

: (1) Ketentuan uotuk nenperoleh 1J1n sebagai di.maksud pugl 3

- Penturan Dyerah ini adalah sebagal berilat 3.

. a. Barang siapa sebagai Penyelcnggan, yang ‘bertindak atas
" nana Perseroan/Berseorangan/sekelompok ormg/sesmtu or
o misuiﬂaynn/sadm Hulm dalan penyelengganm Kera-

" . naian Umtu/lbntoau sebagai dinaksud pasal 2’ Peraturan

*+ ' Daerah ini njib nengujukan pemohom tertulis kepada

. -Pejabat yang beruenmg 3 Co -

| '_'b',‘."Pernohonm sebagd. dinaksud pasal 4 uyut (1) Huruf a,

dibnbuhi nateral sesmi dengm ketentuan- -yang berlaku =
' dengan nngyebutkan t Nanal} alanat, waktd, tempat Isna -
* nya penyelenggaraan keranaian Umny/Tontonan, e
"Nengetahui Kepala Den/‘elurahu dan di.legausui oleh

- Canat serta Unsur Kepolisim ‘dinana Kcranaian itu dise=
leoggu'akan $

o e Harus nondgp.t rehonendasi dan perti.mbungan dari ‘uinl.l/ :

Instansi yang benlenmg mcnberl rekomendasi* "

. _(ZJ Jungka uaktu penga,;uan penda.ftsnn dih.ksmlun oleh Penye

lenggara selanbut-lmbutnya 5 (1ina) harl sebelun kegiatan -
Iermuian lbnu/l'ohtom 1tu dilaksmuka.n 3

(3) Selmbat-lmbatnya 2 (dua) hari sebehlt Pertunjum dinu -

~ 1al Surat dinaksud sudah harus dlinbil oleh perochon atau =
: ormg lain yang ditunjuk olehnya.. .

5 e oan - |
nnsmm NILAL PAJAX DAX NASA PENGSNAAN m.m:

. 'Baglian Pertama -
_ Ketentuan Pajuk
Pua:l. -1

- (1) Besarnya Pajak Kerlndln Umun/l'outem adl.lah sebagai. beri.

kutl

utH ku?manya Pajuk untuk nuing-nuing tingkat Bl-'
oskop dltetupkm dari HIM (Harsa. ta.nda Masuld) sebugai beri
 ut g - o
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Besarnya Pa ‘Ton tonan g
n‘.’ B:lmbp Pih Nasional ! Piln Import
A 1X 28 % dard HIN .. . . 31 % dari HIN
A1 25 % dari HIN 28 % dagi HIN
B IX 23 % dari HIK * 25 % dardi HOM
B X .20 % darl HIM - . 23 % dari HIM
e 17$du1_um T 20 % dard HIM
D 13 % dari HIN 17 % dari HIN
Reliling - 10 % dari HIK 13 % dagi HI -

A 'ﬂntuk Kesen.ln. sebenr 15 % do.::l HII(
. &7 Hntuk 01ah Raga aebeu.r 10 % dui n'nr. ,

(2) Beaarnya Harga Tanda Hasuk (nno untuk Bioskop dltetapkan oleh

. Bupati Kepala Daerah dmngan ketentuan perbedsan harga darl Bios
kep yang tinggi terchadap ynng nammya leblh rendah tidnk -
boleh kutang da.:i. 60 % - :

Y ."
[

(3) Pengadm Tanda. Haauk mtuk D:loshep‘, diaelenggarn o.leh D:lnu
. Penda.pa.tan ”&ereh’“ | o

Masa i'c::::gcno.n. = Pa'.jak'
| e - Pasal 6 - |
(1) Pajak harus d:lba.yar tuna.i. oleh uaj:lb Pa.ja.k pada waktu ka.:e:ls-- |
. . tanda sasuk d:l.m].nta.hn pengesa.ha.n kepada. Dinas Pemhpa.tan -
Tingkat 11 § \ . '

(2) Tethadap’ pmgenban tersebut a.yat (1) po.u.l ini dilnenakan Dia
ya Rps 1,00 per l.euba.r. '

. ' Pua.l 7

(1) Keranaisn Uuum/‘!bntoanan dengan haega kareis kunng darl Rp- o

/150,00, yang peidapatan kotor tldak lebih darl Rp) 5,000,00 di
bebaskan dari pajak 3 .

(2) Pengurangan pajak paling tinggi 50 % da.pa.t diberlikan kepa.da

- wajib pajak oleh Pejabay yang bexwenang }

(3) Hpaya untuk nendapatkan pengurangan pajak dinaksud a.ya.t (2 .

- - tersebut d:la.tu dengan mga.julmn Suﬂ.t Permohonan kepada Pe-
Jabat yang beswenang dilakukan selubat-hnba.tnya. s (lini) ha
ri sebelun pertuujukan dismlai -

(9 Ietentuan tentang pengurangan pa.jak dlberiha. oleh Pejabat =
- yang beruenang kepada. pemohon.

-------



~ BAB IV
PBUUNGUIAN BBA NASUK - ( KARCIS )
Pasal 8

(1) Kepada setiap penonton sebelum sasuk kctenpat pertunjukan

unum barus diberi karcis dengan nembayar harga yang diten
tuksn kecuali anggota keamanan yang sedang bertugas diteg
pat tersebut dan kelompok sebggal dimaksud pasal 4 ayat =

(1) huruf g Peraturan Daerah ini ;

(2) Xarcis Tanda Masuk sebazai dim;ksud ayat (1) pasal ini d1

nyatakan syah apablla memenuhi syarat sebagai berikut 13
as Dkbubuhi tanda pengesahan beredatnya ;

b. Beruomor urut seri menurut tilngkatan kelas 3

.c; Tercantun harga'bea.tanda nasuk 3

~ d. Harusg dlcetak dalam bentuk yang sana untuk tiap-tiap -

kﬂl“o
) " Pasal 9

Bagi penyelenggara yang mencetakkaq/henyiapkan tanda nasuk -
, sendiri, Barua ncribawa karcis-karcis tanda masuk tersebut ke-
pada Dinas rendapatan Daerah Tingkat 11 untuk diberi tanda ; '
pengesahan sebelum pertungukan dlmulai,

¢))

(2
(1

(2)

‘yang * berkewajiban aeneliti kcmungkinan bila terjadl pe =

Pasal 10

Karcis Tanda Masuk hanya boleh dlrobek darl buku pada waks
tu karcis dinaksud dijual kepada penonton ;

Dilarang nenjual karcis~karcis tanda masuk yang menurut ke
nyataan telah terpakai dan atau tidak sah.

) Pasal 11 _
Barang siapa menon.ton gesuatu Keranaian Umum/Tontonan Se=

- bagal dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus =

nenunjukkan karcis tanda nasuk kepada petugas atau Pegawal

Issggarsn §

Apabila teruyata terdapat karcis tanda nasuk yang tiada =
tanda~tanda sah menurut ketentuan pasal 8 ayat (2) Peratur

. an Daerah Ini" maka petugas pelaksana pemungutan sebagai -

dimaksod ayat (1) pasal ini berhak dan dapat nenahan kar =

. ¢is dinaksud.

- Pasal 12

: Apabila terjadi sesuatu hal diluar kemanpuan Penyelenggara se=
" hingga pertunjukan tidak jadi dilakukan dan Penyelenggara ha «
rus nengembalikan harga karcis pada penonton, maka Penyelengga
ra dapat minta pengembalian pajak tontonan yang telah dibayar
pada Penerintah Daerah Setinggi 75 5 dari jumlah penjua..‘lan kar
_cis pada waktu itu

P bl b L
- .
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i . TerhAdap Pegavwai pelakaanaan Peraturan Daerah Inl diberikan
uang perangsang sebesar 5 _‘I. dari realisasi penerilmaan yang

disetor ke Xas Daerah.
"BAB YV
KBIENTUAN PIDANA
' Pasal 14
- Birang siapa dengan sengaja dan ataupun kelalalan sehingga=
tidak nenenuhi atau melanggar: ketentuan=ketentwun sebagai
dinaksud pasal 11} 12, 13, 15, 16, 17, 18 Peraturan Dacrah=
inl dianean dengan guknsan loirungan selana-~lignanyA 3 bnlan
atau dengan sebesar=besarnya Rp.' 50,000,00 (lina ribu rupi=

ah). |

__ ; BAB Vi

()  KBIENIUAN PENUIUP
o Pasal 15

\":, Penungut . pajak Xeranaian 'Unun/"rmtonan yang ditinjuk o
1ah Xepala Daerah diberi uang jasA pungut (collectsion)
sebesar 5 % (1ina petseta.tus) dAri jumiah pa.jak yang -
dipungutnya.- :

: ?ual 16 . : :
(1) Nalahal yang belun diatur dAlan Peraturan Yaerah Inl se
. panjang pelaksanaannya akan dlatur oleh Xepala Daerah 3
(2) Sejak nulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pera =

. turan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nausor=
- 3 tahun 1954 beserta perubahaneperubahannyA dan _7alg =

. terakhir dengan Peraturan Daerah Nonor 24 tahun 1980 di
-nyatakan tidak berlaku lagi 3 .

{(3) Peraturan Daerah Ini nulai berlaku pada tmggal diiss =

 dangkan;
3 S IPuitm*, 27 Februarl 1987
- DEWAN PERWAKIIAN PAKYAT DAERAH - BUPATI KEPA1A DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT ii PACiTAN . PACITAN
Ew, |

S eap,’ ttd

SOEXKATNO. -~ NOGHTAR ABDULKADIR
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. Disahkaa dengan Surat xeputmal:t Kenteri Dalan Negatl
tanggal 2 Septenbet 1987 Naneor 973 "435.*35 - 1175 -

,._.»;.n P ,..., e S sy S R I
..,_A; \’ - -m-‘ '."... ...--.' %.‘u- -
[P U

DIRK']DM‘I‘ JERIDERAL PMINMN INUN
DAN OTONONI DAERAH
DIREI('NR PMINAAN PR(BRIND\HAN DABRAH

. l:apn | ttd;’! ,
rs" H somum

. Dimdangken dalan Lekbaran Daerah Kabupaten Daerah
'ﬂnght II Pacitaa tan‘gal 26 Oktobet 1987 Nomeor 1 Setl A

tahlm 1987.

. AN . BUPATI KEPADA DAERAH. TTCEAT I1I
C PACITAN
: : . Selcretaris Wilayah/]herah
cap ttd

Disl SUPARDITMIN

NIP. 010 049 524
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ATAS .

PBRAIURAN DAERAH KAEBUPAIEBN DABRAH 'ﬂNGKAT II PACI'I‘!\N

 NOMOR 1 TAHIN 1987
T!NI!NG

PAJEX. KERANAT AN INN/TONDDWAN "

) A rnmmsm WuN

Peraturan Da.erah yang telah nenga.lanl beberapa perubahan
pada bakekatnya akan nenyulitkan bagi pelaksana bahkan Peraturan' - il
Daerah indulknya sana. sekali tidak diketahui sebingga akan kabur
dalan pelaksanaannyal; dengan dikeluarkan Surat Gubernur Kepala-

- Vaerrb Tingkat I Jawa Tinur tanggal 9 Desember 1978 Nomor t HK/
 023714/2924/78 tcpa.tlah kiranya bahwa perubahan Peraturan Daerah

maxinal 4 (enpa.t) kali dengan ketentuan apablla akan dlubah lagi
harus d:lbua.t Peraturan Daerah baru sebagali induk dengan mencabut
Peraturan Daerah induk lana beserta senna perubahan-perubahannya.

Peraturan Yaerah Kabupaten Vaerah Tingkat 11 Pacitan Noi
wor 3’ tahun 1254 yang ‘telah mengalami perubahan yang ke 4 (empat)
kali dan dalan ketentuan Pajalmya sudah tidak sesuai lagi dengan
keadaan sekarang, naka dipandang perlu untuk dicabut dan ditetap

kan kembali dengan Peraturan Da.erah baru.

o ‘n; P PASAL D ASAL

Pasal 1 g Untuk ncnperbedakaq/nempertegas pengertian istilah.
Pasal 2 t Cukup jelas :

- Pasal 3 $ Setiap Keranaian Umun/‘l‘ontonan yang dipertunjukan uné

" tuk umum dengan nemungut bea tanda masuk (karcis) hu
rus menda.pa.t ijin, ‘

" Pasal 4 ¢ Ketentuan untuk natperoleh ijin, pemohon nengajukan -

secara tertulisg bermateral sesuai dengan ketentuan =

yang berlaku, dllegasllasi oleh Camat dan unsur Muspi

ka lainnya dengan nenyebut : Nana, Alamat, Waktu, Ten

pat dan lamanya penyelenggaraan, ditujukan kepada Bu~-

' . pati Kepala Daerah, selmbat-lmbatnya 5 bari sebelun
pelaknnnnnya. - :

Pagal 5 nmpa.i dengan pa.sa.l 15 cukup jelu.



